SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Menimbang

Mengingat

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44
Tahun 2016 belum mengatur tentang Biaya Operasional
Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jika
berhalangan tetap, sehingga dipandang perlu
menyempurnakan Peraturan Gubernur tersebut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya
Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah-daerah  Otonom  Provinsi Kalimantan  Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
Nomor 9);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2016
tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 46};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44
Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
Nomor 46) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) oleh Kepala Daerah dan
paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) oleh Wakil Kepala Daerah.

(2) Jika Kepala Daerah berhalangan tetap, biaya penunjang operasional dapat
dipergunakan oleh pejabat/wakil yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Jika Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dapat digantikan, maka biaya
penunjang operasional dapat dipergunakan oleh Kepala Daerah.

(4) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, maka
biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dipergunakan
oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV, KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTQ, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006




